
 

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.206, 2019 KEMENDIKBUD. Organisasi. Tata Kerja. dan 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 6 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai 

unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan 

dimasyarakat membutuhkan susunan organisasi dan 

tata kerja yang efektif dan efisien; 

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada 

satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, perlu pedoman organisasi dan tata kerja 

satuan pendidikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.206  -2- 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. 
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2. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 

pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada Satuan 

Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada 

Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah 

pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk 

lain yang sederajat. 

3. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada 

jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan 

pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, 

madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan, dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang 

sederajat. 

4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah 

salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar. 

5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 

SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.  

6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, 

adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, 

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 

SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan 

formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 

pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 

dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 
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MTs. 

8. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat 

SDLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan 

khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.  

9. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya 

disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk Satuan 

Pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan 

dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.  

10. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya 

disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan 

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus 

dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat. 

11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB 

adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang 

terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan 

dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu 

manajemen pengelolaan. 

12. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan 

perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, 

supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling. 

13. Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan 

persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, 

keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, 

layanan kepustakaan, layanan keamanan, dan 

kebersihan. 

14. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang 

mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, 

pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada 

guru dan tenaga kependidikan. 

15. Subbagian Tata Usaha adalah Pelaksanaan Administrasi 

pada Satuan Pendidikan. 

16. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai 

yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi 

pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang 

keahliannya. 
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